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Waktu/jadwal pelatihan dan penelitian diajukan oleh PIHAK KEDUA dan
ditetapkan berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA.
Materi pelatihan dan penelitian diajukan oleh PIHAK KEDUA dan
ditetapkan berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE
Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya
apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan
pemerintah atau keadaan memaksa (force majeure) yaitu :
a.keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi,

angin topan, gunung meletus, tanah longsor

b. huru hara, pemberontakan, sabotase dan / perang
yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan oleh
PARA PIHAK.
Pihak yang terkena keadaan memaksa (force majeure) wajib
memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak
peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan
pejabat yang berwenang

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian
Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
Ketentuan Peralihan

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Perjanjian
Kerjasama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai addendum
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama

ini.
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PASAL 11
LAIN-LAIN

PARA PIHAK tidak menerima dan memberi baik berupa uang/hadiah/barang
terkait dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama ini diluar
ketentuan/peraturan yang berlaku.

PASAL 12
PENUTUP
1. Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan
menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di
lembaga masing-masing.
2. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan
dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum
yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Direktur
ik Kemenkes Riau

./ Joko Waluyo, ST, MSc.PH 4n, S.
\UNIP. 196110211986031002 p<196505101985031008
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‘ ' PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN
RESERVOIR PENYAKIT (B2P2VRP) SALATIGA

DENGAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RIAU

TENTANG

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI VEKTOR DAN RESERVOIR

PENYAKIT

Nomor : HK.03.01/1/2394/2021
Nomor : HK.03.01/1.2/4692.1/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu (13-10-2021) bertempat di Salatiga yang bertanda tangan di

bawah ini :

1. Joko Waluyo, ST, MSc.PH, :Kepala Balai Besar Penelitian dan

2. Husnan, S. Kp, MKM,

Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
(B2P2VRP) Salatiga, dari dan oleh karenanya
bertindak untuk dan atas nama Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Vektor dan
Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga, yang
berkedudukan di Jalan Hasanudin 123 PO
BOX 200 Salatiga 50721 Telepon: (0298)
327096; 312107, Fax (0298) 322604; 312107
E-mail : bbppvrp.litbang@kemkes.go.id untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

: Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau,

dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan
atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes
Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kesehatan Republik  Indonesia = Nomor
1
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KP.03.03/IV/572/2019 Tanggal 11 Juni
Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam
Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di
Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia berkedudukan di Jl. Melur No.103,
Kelurahan Harjosari, Kec. Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Riau 28156, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut sebagai PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga sebagai
instansi yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular
vektor, reservoir dan zoonosis dan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis
penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit tular vektor, reservoir dan zoonosis.

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Poltekkes Kemenkes Riau yang
merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya manusia Kesehatan (PPSDM) Kemenkes RI
dan mempunyai tugas melaksanakan Penyelenggaraan pendidikan
vokasi dalam bidang kesehatan serta pendidikan profesi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat
menjalin kerjasama antara Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor
dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga dengan Poltekkes Kemenkes Riau
dalam rangka kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi vektor dan reservoir
penyakit sebagai proses pembelajaran, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
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PASAL 1
DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja sama ini berdasarkan pada :

1

w0

n

10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan.

Petunjuk Teknis Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri
tahun 2018

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan
hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu PARA PIHAK
dalam rangka ilmu pengetahuan dan teknologi vektor dan reservoir penyakit.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan SDM
Poltekkes Kemenkes Riau baik mahasiswa maupun dosen dalam rangka
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi tentang ilmu pengetahuan dan
teknologi vektor dan reservoir penyakit sebagai berikut :

(1
@

Pelatihan.
Penelitian.
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Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

a.

Mengelola Pelatihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vektor dan
Reservoir Penyakit

Menerima pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Membuat tata tertib pelaksanaan pelatihan.

d. Mekanisme pelatihan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA dapat mengajukan usulan mekanisme pelatihan tersebut.

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitator pelatihan dan penelitian.

PIHAK KEDUA mempunyai hak:
a. Mengirimkan mahasiswa/dosen dalam proses pelatihan dan penelitian

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vektor dan Reservoir Penyakit sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.

b. Menggunakan sarana dan prasarana untuk pelatihan dan penelitian

dibawah bimbingan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a.

Membayar Pelatihan Iptek Vektor dan Reservoir Penyakit sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mematuhi tata tertib, ketentuan dalam perjanjian ini dan peraturan
perundang-undangan terkait pelatihan/penelitian.

Memberikan salinan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan Iptek
Vektor dan Reservoir Penyakit yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
Membayar ganti rugi atas kerusakan sarana dan prasarana
pelatihan/penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa/dosen.
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e. Mengurus peserta pelatihan/penelitian Iptek Vektor dan Reservoir
Penyakit yang mengalami kecelakaan yang bukan disebabkan oleh
kesengajaan atau kelalaian peserta.

f. Mengikutsertakan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan ilmiah yang
diselenggarakan PIHAK KEDUA.

g Mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai mitra kerjasama dalam
media promosi resmi PIHAK KEDUA.

h. Menyerahkan tulisan ilmiah hasil kegiatan pelatihan Vektor dan
Reservoir Penyakit kepada PIHAK PERTAMA untuk pengembangan
Iptek di bidang Vektor dan Reservoir Penyakit.

Pasal 5
PEMBIAYAAN
Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja
yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK di luar jangka waktu di atas dan masing-
masing pihak harus memberitahukan kepada PIHAK LAIN secara tertulis
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 7
TEMPAT, WAKTU/JADWAL DAN MATERI

(1) Pelatihan dan penelitian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi vektor
dan reservoir penyakit diselenggarakan di Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga.
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